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BUPATI ALOR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR 

NOMOR  8  TAHUN 2013 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ALOR, 

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Alor merupakan salah satu 

Kabupaten perbatasan dalam Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam 

rangka mempertahankan kedaulatan negara, perlu 

dibentuk kelembagaan yang mengelola kawasan 

perbatasan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang 

mendiaminya; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pembentukan Badan Pengelola 

Perbatasan di Daerah, perlu membentuk Badan 

Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan 

Kabupaten Alor; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
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tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Pengelola Perbatasan di Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR 

dan 

BUPATI ALOR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN 

KABUPATEN ALOR. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 

3. Bupati adalah Bupati Alor.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 

6. Badan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BPP 

adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT 

Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola 

Perbatasan Kabupaten Alor. 
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8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut 

Kepala BPP adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan 

Kabupaten Alor. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam 

jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai bidang keahliannya. 

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Kabupaten Alor. 

13. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan 

pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum 

internasional. 

14. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia 

dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, 

Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan. 

 

BAB  II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 

BPP. 

 

 



5 

 

BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Pasal 3 

BPP merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh 

seorang Kepala BPP dengan jabatan struktural eselon IIb, 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) BPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program 

pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan 

anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan 

evaluasi dan pengawasan di daerah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), BPP  menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan 

kawasan perbatasan di daerah; 

b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan 

pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan 

perbatasan di daerah;  

c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan 

pengamanan batas wilayah negara di daerah; 

d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi 

penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan 

perbatasan di daerah; 

e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana 

dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan 

perbatasan daerah; 

f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas 

wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas 

di daerah; dan  


